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PENYALURAN DAN PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018 DAN TAHUN ANGGARAN 2019 UNTUK
MENDUKUNG PERCEPATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Menimbang

PASCABENCANA GEMPA BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa penyaluran dan penggunaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan
Tahun Anggaran 2019 untuk mendukung percepatan
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa
bumi pada daerah dan desa yang terdampak gempa
bumi merupakan manifestasi dari kesungguhan dan
konsistensi komitmen Pemerintah dalam melindungi
masyarakat dari bencana gempa bumi yang
dilaksanakan secara cepat, tepat, dan merata,
sehingga kondisi kehidupan dan dinamika
perekonomian masyarakat dapat segera pulih kembali;
bahwa di sebagian wilayah Provinsi Nusa Tenggara
Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi
Barat telah terjadi bencana gempa bumi dan
berdampak pada kerusakan sarana dan prasarana
serta korban jiwa yang besar, untuk mendukung

percepatan  proses  kegiatan  rehabilitasi dan
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Mengingat

rekonstruksi pascabencana gempa bumi di daerah
tersebut, perlu diberikan kemudahan dalam
penyaluran dan penggunaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa dengan tetap berpegang teguh pada prinsip
keahati-hatian dan dapat dipertanggung jawabkan;
bahwa diperlukan payung hukum yang akomodatif dan
aplikatif terhadap tuntutan perkembangan dan
kebutuhan di bidang penyaluran dan penggunaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk percepatan
proses kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana gempa bumi dalam bentuk Peraturan
Menteri Keuangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Penyaluran dan Penggunaan Dana Transfer ke Daerah
dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun
Anggaran 2019 untuk Mendukung Percepatan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa

Bumi;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia



Menetapkan
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Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5864);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH
DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 DAN TAHUN
ANGGARAN 2019 UNTUK MENDUKUNG PERCEPATAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
GEMPA BUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya
disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara
yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka
mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan
kepada Daerah dan Desa.

2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
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kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali
kota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah
adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua
aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai
tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana
dengan sasaran utama untuk normalisasi atau
berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan
dan kehidupan masyarakat pada wilayah
pascabencana.

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua
prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah
pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan
maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh
dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial
dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan
bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek
kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
Dokumen Rencana Aksi Pascabencana Gempa yang
selanjutnya disebut Dokumen Rencana Aksi adalah
dokumen yang memuat rencana rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana gempa bumi yang
ditetapkan oleh kepala daerah.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH
adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah

berdasarkan  angka  persentase tertentu  dari
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pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU
adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan
tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar
Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH
Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak
Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan
Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang
selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari
Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi
penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil
tembakau.

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya
disingkat DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal
dari penerimaan sumber daya alam kehutanan,
mineral dan batubara, perikanan, pertambangan
minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan
pengusahaan panas bumi.

Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut
DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada
Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan
urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya
disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan

urusan daerah.



